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Book Review

Syariat dan Reformasi Hukum
di Indonesia Kontemporer

Taufik Adnan Amal

Nadirsyah Hosen, Shari‘a and Constitutional Reform in Indonesia (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies [ISEAS], Singapore, 2007; x + 271pp., bibliografi, indeks

Abstrak: Since the fall of the Soeharto regime in 1998, Indonesia has
undergone dramatic political, social, and legal changes. This period, 1998
to the present day, has popularly been referred to as the reformation era,
and has been symbolized by a strong shift towards democracy. Already in
this short period of time has the Indonesian Constitution been changed a
number of times. Furthermore, in recent times the parliament—encour-
aged by this air of democracy—has given in to Islamic political parties and
groups” demands to include aspects of syariat Islam (Islamic law) in the
Constitution.

The process of reformation and amendments to the Constitution
throughout the period 1999-2002 constitute the topic of this book, which
was originally a doctoral thesis written at the National University of
Singapore. The author attempts to analyze—from an Islamic law
perspective—the legal reformation process in Indonesia and what impact
this has had on democracy, rule of law, and human rights. The study does
not by any means solely consider legal aspects of the reformation process,
but further looks at historical, socio-cultural, and political aspects. The
author, through his research, aims to contribute to the debate on issues
related to figh siyasah or the constitutionalism of Islam, governance, the
Indonesian constitution, and legal reforms in the reformation era.

The first question put forward by this book is this: Is Islamic law
compatible with the principles of procedural constitutionalism? This issue
is of course quite important because of the stereotype that Islam is a religion
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of doctrine, rules, and laws that are dictatorial and tyrannical. The numerous
undemocratic and oppressive regimes that dominate the Muslim world
today are always referred to as proof of this.

The second question put forward is: How can the Indonesian people
relate Islamic law and the Constitution historically? Understanding this
will help provide answers to the third question, which is: What is Islamic
law’s connection to the three critical issues of human rights, rule of law,
and religion vis-a-vis the state?

Human rights is a topic that has been chosen for case study because
both Indonesian law and Islamic law are often the target of criticism when
it comes to discussing human rights in Indonesia. Rule of law is also an
interesting topic of study. In practice, rechtsstaat (Ind. Negara Hukum,
literally meaning a “rule of law state”) is used in Indonesia as an equivalent
for rule of law in the tradition of common law. However, this understanding
of rechtsstaat is extremely problematic; in reality there is yet to be
consensus reached about the meaning of this term.

On the other hand, the topic of rule of law is extremely controversial in
Islam, because of the perception that Islamic law permits dictatorship, as
well as other common negative perceptions. These include the criticism that
Islamic law does not provide procedural instructions for controlling a
government, the election of government, or limiting the powers of
government. It is also perceived that there is no judicial independence in
countries where Islamic law is applied. Such criticism and perceptions about
Indonesia and Islamic law makes a study about the link between Islamic law
and the Indonesian Constitution not only very interesting, but extremely
important. The third case study looks at the connection between the state
and religion and the prospect of implementing Islamic law in Indonesia.

All of this leads us to the fourth question, that is, the central theme of
this book. This question is: How much of an impact has Islamic law had on
constitutional reformation in Indonesia over the period 1999-20027 Answers
to the three questions above provide us with the data, proof, and arguments
needed to explain how Islamic law has contributed to or influenced the
process of amending the Indonesian Constitution.

This book clearly provides a valuable contribution to theory regarding
constitutional reformation in Indonesia and the relevance of Islamic law
institutions. This book is not only important for understanding political
movements seeking to strengthen the role of Islam in the political and
social sphere in Indonesia, but it is also significant for studies about the
inclusion of aspects of Islamic law in the Constitution. For this reason,
this book is certainly a must read for those studying—or simply interested
in—the field of constitutional reform and law in Indonesia.
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Book Review

Syariat dan Reformasi Hukum
di Indonesia Kontemporer

Taufik Adnan Amal

Nadirsyah Hosen, Shari’a and Constitutional Reform in Indonesia (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies [ISEAS], Singapore, 2007; x + 271pp., bibliografi, indeks
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etelah tumbangnya rezim Soeharto pada 1998, Indonesia

mengalami perubahan politik dan legal yang masif serta

mendasar sebagai bagian dari proses reformasi dan transisi
yang dramatis ke arah demokrasi. Sudah beberapa kali negeri Is-
lam terbesar di dunia ini melakukan amandemen terhadap konsti-
tusinya sejak saat itu. Berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru dan
dimulainya reformasi konstitusional oleh parlemen dalam suasa-
na yang cukup demokratis telah memberi peluang bagi sejumlah
kelompok dan partai politik Islam di Indonesia untuk mengusul-
kan dimasukkannya syariat Islam ke dalam UUD 1945.

Proses reformasi atau amandemen UUD 1945 inilah, berlang-
sung dari 1999 sampai 2002, yang menarik perhatian penulis se-
bagai objek kajian dalam bukunya yang dibahas ini. Buku ini—
mulanya adalah disertasi doktoral yang diajukan penulisnya pada
National University of Singapore—berupaya mengkaji reformasi
atau amandemen konstitusi di Indonesia yang berlangsung dari
1999 hingga 2002. Penulis mencoba menelaah dari perspektif syariat
tentang proses bagaimana reformasi hukum di Indonesia menan-
gani isu-isu demokrasi, rules of law, dan hak-hak asasi manusia.
Penelitiannya tidak hanya mencakup aspek-aspek legal, tetapi juga
aspek-aspek kesejarahan, sosio-kultural dan politik. Penulis buku
ini, lewat hasil penelitiannya, berharap bisa memberi kontribusi
terhadap figh siyasah atau konstitusionalisme Islam, hukum keta-
tanegaraan Indonesia, dan pembaruan hukum di era reformasi atau
pasca-Soeharto (pp. 4-5).

Pertanyaan pertama yang diajukan dalam buku ini adalah: Apa-
kah syariat kompatibel dengan prinsip-prinsip bentuk prosedural
konstitusionalisme? Pemasalahan ini dianggap penting, karena
gambaran stereotip tentang Islam pada umumnya adalah bahwa
agama menciptakan pemerintahan-pemerintahan yang diktatorial
dan tiranik. Rezim-rezim yang tidak demokratis dan opresif di
kebanyakan negeri Muslim selalu dirujuk sebagai contohnya. Per-
tanyaan kedua adalah: Bagaimana rakyat Indonesia mengaitkan
syariat dan UUD 1945 secara historis? Kajian terhadap masalah ini
diharapkan bisa memberikan sejumlah pijakan untuk menjawab
pertanyaan ketiga: Bagaimana syariat berhubungan dengan tiga
isu kritis: hak asasi manusia, rule of law, dan agama vis-d-vis nega-
ra? (pp. 8-10)

Hak asasi manusia dipilih sebagai studi kasus lantaran baik
hukum Indonesia maupun hukum Islam (syariat) sering menjadi
target kritik dalam kancah perlindungan hak asasi manusia. Se-
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mentara rule of law adalah subjek yang menarik untuk dibahas.
Dalam prakteknya, Negara Hukum atau rechtsstaat digunakan di
Indonesia sebagai ekuivalen untuk pengertian rule of law dalam
tradisi common law. Namun, pemahaman makna rechtsstaat dalam
tradisi common law ini sangat problematik, karena tidak ada kon-
sensus yang berhasil dicapai mengenai makna Negara Hukum yang
sebenarnya.

Di sisi lain, topik rule of law sangat kontroversial di dalam Is-
lam, lantaran gambaran mengenai hukum Islam yang memboleh-
kan penguasa memerintah sebagai diktator, berdampingan dengan
gambaran bahwa syariat tidak memiliki aturan-aturan prosedural
untuk mengontrol pemerintah, tidak punya petunjuk yang jelas
bagaimana memilih pemerintah dan bagaimana membatasi kekua-
saannya, serta tidak ada kemandirian yudisial di negeri-negeri yang
memberlakukan syariat. Berbagai kritik dan gambaran tentang
Indonesia dan syariat ini membuat studi kasus mengenai hubung-
an syariat dan konstitusi Indonesia sangat penting. Studi kasus
ketiga adalah hubungan antara negara dan agama yang akan mem-
pengaruhi diskusi tentang kemungkinan penerapan syariat Islam
secara kafah di Indonesia (pp. 11-14).

Kesemua hal ini mengarahkan pada pertanyaan keempat, yang
merupakan masalah sentral dalam buku ini: Sejauh mana syariat
memberikan kontribusi kepada reformasi konstitusional di Indo-
nesia mulai 1999 hingga 2002? Keseluruhan jawaban terhadap tiga
pertanyaan sebelumnya akan menyiapkan data, bukti dan argu-
men tentang apa dan bagaimana syariat telah memberikan sum-
bangan, merespon dan mempengaruhi proses serta hasil-hasil
amandemen UUD 1945 (p. 14).

Bkt

Sehubungan dengan diskursus syariat, Charles Kurzman membag-
inya ke dalam tiga kecenderungan utama: (i) syariat liberal, yang
menegaskan bahwa al-Quran dan Hadits Nabi memerintahkan
kaum Muslimin untuk mengikuti posisi liberal; (ii) syariat yang
diam, yang memandang bahwa syariat diam dalam beberapa hal,
bukan lantaran belum lengkap atau cacat, tetapi karena Tuhan
memang membiarkan manusia memilih caranya sendiri dalam hal-
hal tersebut; (iii) syariat atau Islam yang ditafsirkan, yang meng-
akui keilahian wahyu, tetapi ketika diinterpretasikan manusia bisa
beraneka ragam dan bisa saja keliru (p. 14)
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Mengikuti Kurzman, penulis buku ini mengklasifikasikan keti-
ga kecenderungan syariat itu sebagai syariat substantif. Ia men-
definisikan syariat substantif sebagai kelompok yang merumus-
kan gagasannya dengan berkonsultasi tidak hanya pada teks al-
Quran dan Hadits, tetapi juga pada khazanah tekstual Islam klasik,
yang dipandang sebagai instrumen berharga dalam memecahkan
pertanyaan dan permasalahan penting di dunia Islam dewasa ini.
Selain mengategorikan diri ke dalamnya, penulis juga meringkas
kecenderungan syariat substantif ini sebagai “al-muhafazah ‘ala al-
qadim al-shalih wa al-akhz bi al-jadid al-ashlah.” Dalam konteks suatu
konstitusi, kelompok ini memandang syariat sebagai “inspirasi”
dan “tuntunan moral atau etik”(pp. 14-15).

Definsi awal tentang syariat substantif barangkali bisa disepa-
kati manfaatnya untuk kepentingan penelitian. Tetapi, ketika defi-
nisi tersebut diringkasnya menjadi “al-muhafazah ‘ala al-gadim al-
shalil wa al-akhz bi al-jadid al-ashlah,” maka ringkasan ini terlihat
“terlalu NU” dan menimbulkan fantasi yang bermacam-macam,
meskipun dalam studi ini kelompok dan partai Islam lainnya di luar
kelompok NU dan partai yang berafiliasi dengannya juga diklas-
ifikasikan ke dalam kelompok syariat substantif.

Sebagai kontras terhadap kelompok syariat substantif adalah
kelompok syariat formal, yang meyakini bahwa hukum ketatane-
garaan Islam telah diteorisasikan dalam karya-karya klasik para
sarjana Muslim yang tidak bisa lagi dimodifikasi. Kelompok ini
memandang syariat sebagai sumber formal unsur-unsur konstitu-
si mereka. Seluruh elemen konstitusi harus sejalan dengan penaf-
siran formal terhadap syariat. Kategorisasi ini—yakni syariat sub-
stantif dan formal—digunakan untuk melihat ketegangan dan upa-
ya berebut pengaruh yang sangat sentral dalam proses reformasi
konstitusional di Indonesia (p. 16).

Sumber yang digunakan dalam studi ini adalah data kearsipan
dan interview yang kemudian dianalisis dan dibandingkan den-
gan UUD Mesir, Iran dan Saudi Arabia untuk lebih memahami
masalah yang lebih luas tentang syariat dan konstitusi di dunia
I[slam. Pendekatan komparatif ini mengikuti pendekatan H. Patrick
Glenn yang dipijakkan pada pandangan bahwa suatu tradisi legal
bisa saja menyerap unsur-unsur asing lantaran berisi banyak ele-
men internal yang berbeda atau berseberangan (p. 17).

Tesis yang diajukan dalam kajian ini adalah, pendekatan syari-
at formal telah gagal mempengaruhi proses reformasi konstitusi
di Indonesia, tidak hanya dalam isu agama vis-q-vis negara, tetapi
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juga dalam isu hak asasi manusia dan rule of law. Syariat justru
memberikan kontribusinya terhadap reformasi konstitusi di In-
donesia (1999-2002) melalui pendekatan substantif. Pengalaman
Indonesia ini menunjukkan bahwa syariat substantif pada dasar-
nya menyediakan pijakan bagi konstitusionalisme (p. 19).

Buku ini dituangkan ke dalam tujuh bab: (1) Introduction, me-
muat latar belakang, topik, signifikansi, permasalahan, sumber dan
pendekatan yang digunakan dalam studi, serta tujuan kajian; (2)
Shari’a and Constitutionalism, berupaya menjawab pertanyaan atau
permasalahan pertama; (3) Indonesia, Shari'a and the Constitution:
An Overview, mendiskusikan pertanyaan kedua; (4) Human Rights
Provisions, berisi studi kasus pertama untuk pertanyaan ketiga; (5)
Rule of Law, memuat studi kasus kedua untuk pertanyaan ketiga;
(6) Article 29 on Religion, berisi studi kasus terakhir untuk perta-
nyaan ketiga; dan (7) Conclusion, memuat simpulan-simpulan dan
jawaban terhadap permasalahan keempat, yang merupakan masalah
sentral dalam buku ini, serta refleksi mengenai penerapan syariat
di Indonesia.

6o 3

Berkaitan dengan pertanyaan pertama yang dikaji dalam buku ini—
yakni apakah syariat kompatibel dengan prinsip-prinsip bentuk
prosedural konstitusionalisme?—penulis menjawabnya dengan
menganalisis latar belakang teoritis hukum ketatanegaraan Islam
dan kaitannya dengan konstitusionalisme—secara sederhana di-
maknai sebagai hukum yang mengatur pemerintahan suatu nega-
ra. Karya sejumlah sarjana Muslim dari abad ke-20—seperti Mu-
hammad Asad dan Abul A’la al-Maududi—yang membahas be-
berapa aspek masalah konstitusional, dipandang sangat bersifat
apologetik. Sementara karya sarjana Muslim lainnya dari masa
yang sama, semisal Abdurrahman Taj' dan Ahmad Syalabi, bagi
penulis hanya merupakan pengulangan teori-teori klasik serta peng-
ungkapan gagasan dan praktek negara Islam lebih dari seribu tahun
lalu tanpa modifikasi apapun lewat ijtihad dan tanpa upaya untuk
mengaitkannya dengan al-Quran dan masalah-masalah negara
bangsa modern (pp. 28-29).

Karena itu, jawaban kaum Muslimin terhadap pertanyaan per-
tama terpecah ke dalam dua kelompok besar: Kelompok pertama
meyakini syariat tidak kompatibel dengan konstitusionalisme, dan
kelompok kedua berkeyakinan sebaliknya. Kelompok pertama ter-
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bagi ke dalam dua kubu: fundamentalis (otoritarian) dan seku-
laris. Kubu fundamentalis menegaskan bahwa syariat bisa memenuhi
segala kebutuhan kaum Muslimin, karena itu tidak diperlukan
konstitusionalisme. Syariat, sebagai hukum Tuhan, berada di atas
konstitusi dan menyediakan sistem pemerintahan atau politik yang
unik. Sementara kubu sekularis memandang bahwa Islam, terma-
suk syariat, tidak berhubungan dengan urusan negara. Menurut
kubu ini, konstitusi tidak boleh dimanfaatkan untuk memberlaku-
kan syariat. Sekalipun kedua kubu itu memiliki argumen-argumen
yang berbeda, keduanya sepakat bahwa karakteristik syariat tidak
memungkinkan mereka menerima kompatibilitas syariat dengan
konstitusionalisme (p. 30).

Argumen yang diajukan kubu fundamentalis untuk membela
sudut pandangnya adalah: (i) hukum Islam itu abadi lantaran konsep
hukum yang otoriter, ilahiyah dan absolut dalam Islam tidak
memperkenankan adanya pengubahan dalam konsep dan institusi
legal. Posisi ini tentu saja tidak sejalan dengan karakter konstitusi
yang dapat diamandemen, dimodifikasi, direformasi atau bahkan
diganti dengan yang baru; (ii) syariat berdasarkan wahyu Tuhan.
Sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang absolut dan tidak
dapat diubah. Hal ini tentu saja berkontradiksi dengan sifat dasar
konstitusionalisme yang dipijakkan pada kehendak manusia; (iii)
konstitusionalisme tidak berasal dari Islam, tetapi merupakan
produk Barat. Ketegangan antara gereja dan negara dalam tradisi
Barat tampak dalam sebagian besar tradisi konstitusional di Eropa,
Amerika dan Australia. Jika konstitusionalisme diadopsi negeri-
negeri Muslim, pemisahan antara Islam dan politik tentunya akan
terjadi. Padahal, dalam syariat, tidak ada pembedaan atau separasi
antara agama dan negara: Islam adalah agama sekaligus negara (din
wa dawla); (iv) berdasarkan al-Quran 5:3, syariat bersifat sempurna
dan komprehensif atau mencakup segala hal. Ia berlaku untuk se-
luruh masa dan tempat serta untuk seluruh manusia. Sementara
konstitusionalisme tidak dapat menjawab seluruh problem umat
manusia. Posisi fundamentalis semacam ini, menurut Nadirsyah,
diadopsi oleh Saudi Arabia (pp. 30-32).

Sementara kubu sekularis berargumen bahwa sepanjang sejarah
Islam syariat tidak pernah menjadi konstitusi kekhalifahan Islam
tradisional. Syariat mustahil diberlakukan secara konstitusional,
karena syariat dan konstitusionalisme saling bertentangan. Syariat
tidak kompatibel dengan konstitusionalisme karena syariat meru-
pakan masalah kesalehan pribadi. Negara tidak berhak menginter-
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vensi ataupun memberlakukan syariat kepada publik. Hukum Islam
berawal dari aktivitas para fukaha yang tergerak panggilan
keagamaan, dan hukum tersebut tidak dibuat oleh legislasi negara.
Berbeda dengan kelompok fundamentalis, kelompok ini meyakini
negara sekular dan menganggap syariat tidak bisa dan tidak akan
menggantikan konstitusi. Banyak aspek dalam syariat yang bertab-
rakan dengan institusi dan konsep modern—semisal diskriminasi
dalam masyarakat jika syariat diterapkan melalui konstitusi—yang
tentu saja bertabrakan dengan semangat konstitusionalisme. Menurut
penulis, model paling bagus untuk negara sekular di dunia Islam
adalah Turki (pp. 32-35).

Kelompok kedua, yang beranggapan syariat kompatibel dengan
konstitusionalisme, memandang syariat tidak berada di atas atau
di luar konstitusi. Prinsip-prinsip syariat dan konstitusionalisme bisa
hidup berdampingan, tetapi penafsiran kembali syariat dibutuhkan
untuk mengartikulasikan mekanisme prosedural dan institusional
dari hukum ketatanegaraan Islam. Penulis buku ini membagi
kelompok kedua ini ke dalam dua kubu utama berdasarkan karak-
teristiknya: kelompok syariat formal dan kelompok syariat
substantif. Kubu pertama, yakni kubu syariat formal, memandang
bahwa syariat kompatibel dengan konstitusionalisme dan
menekankan bahwa seluruh masalah konstitusional harus dipijakkan
pada syariat yang dipraktekkan Nabi dan para sahabatnya di Madina
lima belas abad silam. Kalau kubu fundamentalis memandang bahwa
syariat berada di atas konstitusi—dan, karena itu, tidak kompatibel
dengan konstitusionalisme—maka kelompok syariat formal
berpendapat bahwa syariat bisa memiliki tempat di dalam konstitusi
dan menjadi sumber konstitusi tersebut. [lustrasi yang dirujuk untuk
kelompok syariat formal ini adalah Mesir dan Iran (pp. 36-38).

Sayangnya, pembahsan buku ini tidak mencakupkan ke dalam
analisisnya pengalaman konstitusional Republik Islam Pakistan—
negara modern pertama yang dibangun di atas pijakan agama—
yang sangat dramatis. Sejak berdirinya, Pakistan mengalami kesulitan
serius dalam mendefinisikan keislamannya. Perdebatan yang sengit
dan berkepanjangan, bahkan berdarah-darah di sejumlah kesem-
patan, antara kubu syariat formal dan kubu syariat substantif, baik
di dalam dan di luar parlemen, menghasilkan rumusan-rumusan kom-
promistik dalam konstitusi negeri itu, mulai dari Objectives Resolution
(1949), Konstitusi Pertama (1956), Konstitusi Kedua (1962), hingga
Konstitusi 1973—dipandang sebagai konstitusi paling islami sepan-
jang sejarah Pakistan—ataupun amandemen-amandemennya.

Studia Islamika, Vol. 15, No. 1, 2008



Syariat dan Reformasi Hukum 159

Kubu kedua, yakni kubu syariat substantif, memandang bahwa
syariat mesti ditafsirkan sejalan dengan demokrasi dan konsti-
tusionalisme. Syariat dengan demikian dibedakan dari fikih. Syariat
dipandang sebagai totalitas kategorisasi ilahi tentang perilaku
manusia, sedangkan fikih merupakan artikulasi kategorisasi tersebut
oleh para sarjana Muslim berdasarkan pemahamannya masing-
masing. Syariat, yang bersumberkan pada al-Quran dan Sunnah,
tidak dapat dipahami atau mempengaruhi perilaku manusia kecuali
melalui upaya manusia (pp. 38-40).

Upaya manusia untuk memahami inilah yang disebut ijtihad—
sumber ketiga dalam hukum Islam disamping al-Quran dan Sunnah.
[jtihad secara sederhana bisa dimaknai penafsiran. Perbedaan utama
antara fjtihad dan dua sumber pertama Islam—yakni al-Quran dan
Sunnah—adalah 7jtihad merupakan suatu proses pengembangan yang
berkesinambungan, sementara al-Quran dan Sunnah merupakan
sumber otoritas yang pasti dan tidak dapat diubah atau ditambah-
kurang setelah wafatnya Nabi. Sebagaimana kecenderungan modern-
isme Islam, penulis buku ini menolak doktrin tertutupnya pintu #jtihad
dan memandang pintu ijtihad selalu terbuka, karena ia merupakan
alat bagi kaum Muslimin untuk memahami dan mempraktekkan
syariat, sejalan dengan sifat dan karakteristik manusia yang dinamik.

Berdasarkan pemahaman semacam ini, penulis buku ini menolak
posisi kelompok sekularis maupun fundamentalis yang telah
dikemukakan di atas. Menurutnya, isu tentang apakah syariat
kompatibel atau tidak dengan konstitusionalisme, kesemuanya itu
terpulang pada #jtihad. Al-Quran dan Hadits tidak dapat dipandang
sebagai Konstitusi Islam, tetapi sebagai Kodeks Prinsip-prinsip
Konstitusional Agung yang berisi petunjuk tentang legislasi,
moralitas, dan kisah-kisah bermakna. Kedua sumber utama Islam
itu, meski tidak memberikan preferensi untuk sistem politik ter-
tentu, telah meletakkan sekumpulan prinsip atau nilai etik dan
moral politik untuk diikuti kaum Muslimin dalam mengembangkan
kehidupannya di dalam suatu negara (pp. 40-44).

Aok ok

Setelah menegaskan bahwa syariat kompatibel dengan konstitusional-
isme (dalam bab 2), bab selanjutnya (3) penulis menjawab pertanyaan
kedua dalam studinya: Bagaimana rakyat Indonesia mengaitkan
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syariat dan UUD 1945 secara historis. Pertanyaan ini membawanya
kepada penelusuran evolusi perjuangan untuk memasukkan syariat
ke dalam konstitusi Indonesia, mulai dari era proklamasi pada 1945
hingga ke era reformasi, khususnya ketika dilakukan amandemen
UUD 1945 pada 1999-2002.

Penelusuran terhadap isu ini diawali dengan mendiskusikan
proses perumusan Piagam Jakarta dan UUD 1945, serta tensi-tensi
dan kompromi-kompromi yang terjadi antara kelompok nasionalis
sekular dan nasionalis Muslim yang terlibat di dalam proses tersebut.
Tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta—yakni “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” —yang dihilangkan
dalam proses perumusan UUD 1945, pada faktanya sangat sentral,
sehingga sejumlah kelompok Muslim selalu menuntut pencantum-
annya kembali ke dalam konstitusi, meski pemerintah telah membuat
konsesi dengan membentuk Departemen Agama. Bahkan, upaya
lebih radikal untuk menjadikan syariat sebagai basis negara muncul
dalam bentuk pemberontakan Darul Islam yang dipimpin
Kartosuwirjo. Tetapi upaya ini berhasil ditumpas (pp. 60-65).

Pada masa Konstituante—lembaga legislatif yang dibentuk
berdasarkan pemilu 1954—upaya untuk menjadikan Islam sebagai
dasar negara kembali marak. Perdebatan di dalam parlemen antara
blok Pancasila, blok sosialis dan blok Islam yang berlarut-larut
tentangnya akhirnya menemui jalan buntu. Konsekuensinya,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan
Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945—sebelum
itu, konstitusi Indonesia adalah UUD 1949 (Konstitusi RIS) yang
menggantikan UUD 1945, dan UUDS 1950. Perjuangan memasuk-
kan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi gagal, meski
dalam mukadimah Dekrit Presiden pada 1959 itu terdapat afirmasi
bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD 1945 (pp. 65-70).

Setelah dekrit kembali ke UUD 1945, konstitusi ini telah
memfasilitasi dua rejim otoriter yang berkuasa selama hampir
empat dekade: Demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, dan Orde
Baru di bawah Soeharto. Pada masa Orde Baru, perdebatan
konstitusional tentang Piagam Jakarta dilarang dan Pancasila
diberlakukan sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan
dan partai politik. Bahkan pengubahan UUD 1945, menurut TAP
MPR No. 1/MPR/1983, baru dimungkinkan setelah dilakukannya
referendum. Selama pemerintahan Soeharto, UUD 1945 telah
dimanfaatkan untuk menjustifikasi segala jenis tindakan pemerintah
yang arbitrer (pp. 70-77).
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Lantaran alasan inilah, reformasi konstitusi menjadi salah satu
tuntutan demonstrasi massal mahasiswa pada 1998, di samping
tuntutan-tuntutan lain seperti pemberantasan KKN, pengunduran
diri dan pengadilan atas Soeharto, penurunan harga kebutuhan
pokok, dan penghapusan keterlibatan militer dalam politik. Tun-
tutan-tuntutan reformasi ini akhirnya memaksa Soeharto lengser
pada 21 Mei 1998 dan digantikan B.J. Habibie. Berbeda dengan
pendahulunya, Habibie menghidupkan kembali sistem multi partai,
yang memberi peluang kepada kelompok-kelompok Islam untuk
mengemukakan aspirasi politiknya, baik dengan mendirikan partai-
partai politik atau mengupayakan dimasukkannya syariat ke dalam
konstitusi. Pada 1999 dilangsungkan pemilu yang diikuti 44 partai
politik. Hasil pemilu ini adalah terbentuknya MPR yang kemudian
memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden, tetapi pada 2001
diimpeach oleh MPR dan digantikan oleh Megawati (pp. 77-83).

Mulai Oktober 1999 hingga Agustus 2002, MPR hasil pemilu 1999
melakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Proses
politik dan legal reformasi konstitusional ini dianalisis secara rinci
dan kritis oleh Nadirsyah. Ia, antara lain, mengeritik proses dan
metode amandemen yang terlihat pragmatis, parsial, serta—di dalam
kandungan amandemen itu sendiri—bisa menimbulkan krisis
konstitusional (pp. 83-93).

Selama reformasi konstitusional pada 1999-2002, polarisasi antara
syariat formal versus syariat substantif muncul ke permukaan. PAN
dan PKB, didukung masing-masing oleh Muhammadiyah dan NU,
menentang keras pemberlakuan syariat oleh negara. Sementara PPP
dan PKB mengupayakan sebaliknya. Karena itu, penuois buku ini
mengkategorikan PAN dan PKB sebagai kelompok syariat
substantif, sementara PPP dan PBB sebagai kelompok syariat formal.
Namun, kategorisasi PAN yang berasaskan Pancasila sebagai partai
Islam ini mungkin akan merancukannya dengan partai-partai Islam
yang lain, seperti PPP, PBB atau PK yang berasaskan Islam. Sementara
PKB, meski berasaskan Pancasila, merupakan partai yang dilahirkan
dan dimaksudkan untuk memperjuangkan aspirasi kaum Nahdliyin.

Catatan lainnya yang perlu dikemukan di sini adalah, penulis
tidak memasukkan PK ke dalam kubu syariat formal, meskipun ia
mengelompokkannya ke dalam partai-partai Islam dan meman-
dangnya sebagai partai Islam baru yang cukup canggih dan paling
menjanjikan (p. 82). Demikian pula, ketika mendiskusikan proses
amandemen pasal 29 UUD 1945 di dalam bab 6—sebagaimana akan
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disinggung nanti—ia juga kurang melibatkan PK di dalam analisis-
nya. Padahal, PK berada dalam satu baris dengan PPP dan PBB ketika
memperjuangkan pencantuman syariat ke dalam amandemen
konstitusi pada sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001 dan 2002.
Bahkan, dalam sidang tahunan MPR 2002, ketika PPP dan PBB
mencabut usulan pencantuman syariat ke dalam amandemen, PK
menilai kedua partai Islam itu tidak serius memperjuangkan penerap-
an syariat (Media Indonesia, 13 Agustus 2002). Jumlah perolehan kursi
PK yang sedikit dalam parlemen, sebagaimana partai-partai kecil
Islam lainnya, barangkali telah membuat partai ini kurang signifikan
untuk dilibatkan dalam kajian ini.

Berbeda dengan situasi pada masa konstituante, seluruh partai
politik yang terlibat dalam reformasi konstitusi pada 1999-2002
sepakat tidak mengubah atau mengamandemen Mukadimah UUD
1945. Tetapi, sehubungan dengan pasal 29 UUD tersebut, kelompok
syariat formal mendesak dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta
ke dalamnya. Sementara kelompok syariat substantif beranggapan
bahwa syariat semestinya digunakan sebagai inspirasi atau spirit,
dan tidak perlu ditempatkan secara literal dan tekstual ke dalam
pasal 29 atau pasal lainnya di dalam konstitusi (pp. 93-96).

Ltk ok

Mulai dari bab 4 hingga bab 6—yang membahas tiga studi kasus
tentang hak asasi manusia, rule of law, serta hubungan agama dan
negara—penulis buku ini menelaah secara kritis dan mendalam
ketegangan dan upaya berebut pengaruh antara kubu syariat sub-
stantif dan kubu syariat formal yang sangat sentral dalam proses
reformasi konstitusional di Indonesia mulai 1999 hingga 2002.

Sehubungan dengan hak asasi manusia, penulis menilai bahwa
sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, konstitusi yang
sangat ringkas dan sederhana ini secara ekplisit hanya memuat enam
pasal (pasal 26-31) yang bertalian dengan hak asasi manusia. Hak
asasi lainnya dirujuk secara implisit, atau diletakkan dalam bagian
penjelasan pasal-pasal. Secara keseluruhan, setidak-tidaknya ada 15
prinsip hak asasi manusia yang tertuang, baik secara eksplisit atau
implisit, di dalam konstitusi tersebut.

Pada era Soeharto beberapa regulasi diundangkan, tetapi tak jarang
kandungannya justru membatasi hak asasi manusia. Contohnya adalah
UU Pers No. 21 Tahun 1982. UU ini bertabrakan dengan kebebasan
mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Tempo,
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Editor dan Detik pernah merasakan ampuhnya UU ini pada era orde
baru. Ketika Habibie berkuasa, berbagai desakan internasional akhirnya
memaksanya mendukung gagasan universalitas hak asasi manusia dan
mengeluarkan Dekrit Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana
Nasional Hak Asasi Manusia. Tidak lama kemudian, MPR mengeluarkan
ketetapan tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR tahun 1998 ini
merupakan Piagam Indonesia pertama tentang hak asasi manusia. Pada
1999 Habibi menandatangani UU No. 39 tentang hak asasi manusia,
yang mengimplementasikan ketetapan MPR tersebut. Namun, penulis
buku ini memandang regulasi-regulasi ini tidak memadai untuk
melindungi hak asasi, karena dengan mudah dapat diganti oleh siapa
saja yang tengah berkuasa. Ja memandang penting memasukkan
ketatapan MPR tahun 1998 itu sebagai bagian dari amandemen UUD
1945 (pp. 110-113).

Amandemen UUD 1945 yang kedua (2000) mencakup banyak
aspek hak asasi. Tetapi, buku ini membatasi analisisnya pada
persamaan hak (ekualitas), hak-hak wanita, kebebasan beragama
dan kebebasan mengutarakan pendapat. Dengan membandingkan
provisi-provisi dalam amandemen UUD 1945 dengan Konstitusi Iran,
Mesir, Arab Saudi dan UIDHR (Universal Islamic Declaration of
Human Rights) serta Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia
dalam Islam, penulis buku ini berkesimpulan bahwa pendekatan
syariat substantif yang digunakan dalam proses amandemen
menunjukkan prinsip-prinsip syariat telah memberi inspirasi kepada
perlindungan hak asasi manusia dan bisa berjalan berdampingan
dengannya. Kecenderungan dalam Konstitusi Iran, Mesir, Arab
Saudi dan UIDHR dan Deklarasi Kairo yang membatasi hak asasi
di bawah ketentuan syariat, tidak eksis dalam amandemen kedua
UUD 1945. Tidak ada satupun partai politik Islam di Indonesia yang
melihat syariat berada di atas konstitusi. Penerimaan provisi-provisi
hak asasi tanpa pembatasan oleh pemahaman formal syariat
menunjukkan bahwa partai-partai politik Islam di Indonesia yang
terlibat dalam proses reformasi konstitusional pada 1999-2002
memiliki posisi yang berbeda dari kelompok-kelompok Muslim
lainnya yang menolak secara terbuka konsep hak asasi manusia
lantaran berasal dari Barat atau memandangnya sebagai konspirasi
untuk menghancurkan Islam (pp. 113-129).

Ada tiga penjelasan atas sikap partai-partai politik Islam
Indonesia: (i) pengalaman traumatik pelanggaran hak asasi manusia
di era Soeharto membuat partai-partai ini berupaya menjamin
pelanggaran semacam itu tidak akan terjadi lagi; (ii) seluruh partai
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politik Islam beranggapan bahwa hak asasi manusia kompatibel
dengan pendekatan syariat substantif; dan (iii) meski amandemen
menerima secara penuh seluruh substansi hak asasi, hal ini tidak
berarti agama tidak memiliki peran sedikitpun di Indonesia. Nilai-
nilai keagamaan—yang dapat ditafsirkan dengan syariat dalam
makna aslinya sebagai “jalan” atau petunjuk, bukan kodeks hukum
yang rinci—bersama dengan keadilan, moralitas, keamanan,
ketertiban umum, dan demokrasi harus diperhitungkan ketika
ketentuan-ketentuan hak asasi dalam amandemen UUD 1945 hendak
diimplementasikan (pp. 129-130).

Dalam bab 5, buku ini mendiskusikan rule of Law dalam UUD
1945 sebelum dan setelah diamandemen serta kaitannya dengan
syariat. Karya yuris klasik dan modern Islam, konstitusi Iran, Mesir
dan Saudi juga ditelaah sehubungan dengan diskusi tersebut (pp.
139-173). Penelusurannya, yang dilakukan untuk melihat pengaruh
dan respon syariat terhadap upaya membangun dan mempromosikan
rule of law dalam konteks Indonesia, mambawanya kepada lima
temuan (pp. 173-174):

Pertama, tidak satupun partai Islam mengusulkan ide khilafah
sebagai bentuk pemerintahan Indonesia. Kenyataan bahwa
Indonesia merupakan negeri muslim terbesar tidak membuat
partai-partai tersebut mengusulkan Indonesia menjadi negara
Islam, seperti Mesir, Iran atau Saudi Arabia. Menurut amandemen
UUD 1945, Indonesia tetap merupakan republik dengan sistem
presidensial dan tiga cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif dan
yudikatif.

Kedua, partai-partai Islam menerima kedaulatan rakyat, dan
penerimaan ini mendapat justifikasi dari pendekatan syariat sub-
stantif. Sebagai konsekuensi menolak bentuk khilafah, rakyat
Indonesia, termasuk seluruh partai politik Islam, mengadopsi
kedaulatan rakyat. Isu kedaulatan bahkan tidak pernah menjadi
agenda perdebatan konstitusional selama masa persidangan MPR
pada 1999-2002. Kedaulatan rakyat diterima tanpa sedikitpun riak
kontroversi. Dengan demikian, Muslim Indonesia telah memodifi-
kasi gagasan syariat formal dalam kasus bentuk pemerintahan,
kedaulatan, dan kualifikasi untuk menjadi pemimpin negara.

Ketiga, tidak sepatah katapun dalam amandemen yang mem-
berikan hak istimewa kepada kaum Muslimin untuk menjadi presi-
den atau wakil presiden Indonesia dan, dengan demikian, adalah
selaras dengan konstitusi jika non-Muslim terpilih menjabat posisi
puncak di Indonesia. Konstitusi juga tidak melarang wanita menjadi
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presiden. Berbeda dengan masa jabatan khalifah yang tidak dibatasi,
konstitusi Indonesia membatasinya menjadi dua kali masa jabatan—
satu masa jabatan berlangsung selama lima tahun—baik untuk presi-
den maupun wakil presiden. Amandemen juga menetapkan pemilihan
langsung untuk jabatan presiden. Sementara pelaksanaan fleksibilitas
syura dan bay at seirama dengan sistem pemilihan apapun. Di samping
itu, amandemen juga mengatur prosedur untuk melengserkan
(impeachment) presiden, yang tentu saja berseberangan dengan tradisi
syariat formal. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak hanya
bersedia menerima pendekatan syariat substantif, tetapi juga nilai
rule of law. Amandemen berhasil mengisi kekosongan yang
ditinggalkan syariat formal dalam kasus-kasus semisal masa jabatan
presiden, metode pemilihan, dan metode melengserkan kepala negara,
dengan jalan membuat aturan baru tentangnya.

Keempat, karena kedaulatan rakyat diadopsi UUD 1945 dan
diterima seluruh partai politik Islam, fungsi legislatif parlemen Indo-
nesia ditegaskan, berdampingan dengan fungsi-fungsi lainnya
seperti penyusunan anggaran dan pengawasan, untuk menjamin
berjalannya sistem checks and balances. Pada titik ini, konstitusi
Indonesia sekali lagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan sejarah
Islam, karena ahl al-hall wa al-aqd dalam tradisi historis kenegaraan
Islam hanya berfungsi memilih khalifah. Pendekatan syariat substan-
tif yang digunakan di Indonesia telah memperluas fungsi dan kekua-
saan ahl al-hall wa al-aqd.

Kelima, untuk memenuhi salah satu persyaratan Negara Hukum,
konstitusi Indonesia menciptakan kemandirian lembaga yudisial.
Meski sejarah Islam meninggalkan banyak kisah tentang bagaimana
khalifah menghormati dan menghargai independensi yudisial atau
sebaliknya, dalam amandemen UUD 1945 seluruh partai politik
Islam berpandangan bahwa kemandirian yudisial merupakan alat
untuk membangun pemerintahan yang konstitusional dan tidak
ada satupun ayat al-Quran yang menolak kemandirian tersebut.

A 3o

Penulis buku ini memandang bahwa kontribusi partai-partai politik
Islam dalam proses amandemen UUD 1945 dengan menggunakan
pendekatan syariat substantif itu merupakan suatu #jtihad. Hal ini
secara jelas menunjukkan bahwa rule of law sejalan dengan syariat
serta mencerminkan kemampuan menangani konstitusi modern
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan syariat.
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Berbeda dengan amandemen-amandemen UUD 1945 yang telah
dikaji dalam dua bab sebelumnya, di mana seluruh partai politik
Islam menggunakan pendekatan syariat substantif, ketika meng-
amandemen pasal 29 tentang agama—yang dibahas pada bab 6 (pp.
188-214)— partai-partai Islam terpecah ke dalam dua kelompok: kubu
syariat substantif dan kubu syariat formal. Perdebatan mengenai
pasal tersebut tidak hanya terjadi di dalam parlemen, tetapi juga di
luar parlemen. Di dalam parlemen, PPP dan PBB secara formal meng-
usulkan amandemen terhadap pasal 29 dilakukan dengan memasuk-
kan syariat ke dalamnya, dengan jalan merestorasi tujuh kata Piagam
Jakarta yang dihilangkan. Dalam kasus amandemen pasal 29 ini,
PPP dan PBB beralih menggunakan pendekatan syariat formal.
Sementara dua partai Islam lainnya di parlemen, PAN dan PKB,
tetap konsisten menggunakan pendekatan syariat substantif dan
menolak sulan untuk memasukkan syariat ke dalam pasal 29.

Di luar parlemen, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Muja-
hidin Indonesia (MMI) mengemukakan tuntutan yang sama dengan
yang diajukan PPP dan PBB. Bahkan, di kampus IPB dan ITB,
sejumlah mahasiswa bersumpah setia terhadap proklamasi Negara
Islam Indonesia yang dideklarasikan Kartosuwiryo pada 1948, dan
memandang deklarasi kemerdekaan yang dinyatakan Soekarno dan
Hatta pada 1945 batal dan tidak berlaku. Namun, dua organisasi
Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, tidak
menyepakati gagasan memasukkan syariat atau merestorasi Piagam
Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945.

Pada titik ini, penulis buku luput mencakupkan ke dalam
uraiannya sikap organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, Persa-
tuan Islam (Persis), yang memang tidak sebesar Muhammadiyah
dan NU tetapi memiliki reputasi yang layak diperhitungkan. Berbeda
dengan Muhammadiyah dan NU, Pimpinan Pusat Persis mendukung
amandemen pasal 29 yang mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta.
Dukungan ini, antara lain, didasarkan pada pandangan bahwa “Islam
merupakan agama yang bukan hanya berkaitan dengan persoalan
individual antara makhluknya dengan Allah SWT, tetapi juga
menyangkut hubungan horisontal. Islam bukan hanya soal aqgidah,
ibadah, dan muamalah, tapi juga soal jinayah.” Disamping itu, sudah
ada beberapa bagian syariat yang secara empirik telah diakomodasi
dalam perundang-undangan, seperti zakat haji dan wakaf. Sementara
otonomisasi daerah yang mengakibatkan sejumlah pemerintah
kabupaten dan kota mencanangkan pemberlakuan syariat, menurut
Pimpinan Pusat Persis, memerlukan payung hukum yang kuat. Selain
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itu, keinginan dan keyakinan sebagian masyarakat Muslim tentang
pentingnya pemberlakuan syariat yang tidak terakomodasikan
sering memunculkan sikap ekstrim di kalangan masyarakat tersebut
(Pikiran Rakyat, 8 Agustus 2002).

Perdebatan mengenai usulan memasukkan syariat ke dalam
amandemen pasal 29 antara kelompok syariat formal dan substantif
tidak pernah sampai ke tahap voting, karena partai-partai yang
mengusulkannya tidak sepakat melakukan voting terhadap sesuatu
yang dipandangnya sebagai kebenaran. Dalam rapat komisi, usulan
ini akhirnya terganjal. PPP dan PBB tetap menjadikan syariat sebagai
salah satu isu dalam kampanye pemilihan umum 2004. Tetapi, per-
olehan suara kedua partai itu justeru menurun. Fenomena ini menun-
jukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (hampir 90 persen) tidak
menyetujui kampanye PPP dan PBB untuk implementasi syariat pada
level negara.

Berbagai alternatif amandemen pasal 29 dan alasan-alasan
penolakannya serta hasil amandemen pasal tersebut telah menyam-
paikannya kepada kesimpulan bahwa kegagalan beberapa partai
politik Islam untuk memasukkan provisi yang memberlakukan
hukum Islam disebabkan oleh pendekatannya yang formal terhadap
syariat. Kegagalan ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa
masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat majemuk, lebih menyukai
syariat substantif, bukan syariat formal.

Penulis buku ini menyayangkan bahwa PPP dan PBB tidak belajar
dari pengalaman konstitusional Mesir. Menurutnya, lebih masuk
akal jika kedua partai Islam itu mengusulkan—selaras dengan
pendekatan syariat formal—modifikasi pasal 29 dengan menyatakan
syariat sebagai salah satu sumber hukum Indonesia. Dalam
pengertian semacam ini, tujuan dan target memodifikasi pasal 29
dari perspektif syariat formal menjadi lebih jelas: mengakui syariat
sebagai salah satu sumber hukum, di samping sumber-sumber hukum
lainnya. Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa PPP dan
PBB mendesakkan restorasi tujuh kata Piagam Jakarta dalam
amandemen pasal 29 adalah makna kesejarahan simbolik dari
ungkapan tersebut. Kedua partai itu belum siap mencari kata atau
kalimat alternatif untuknya. Usulan ini, bagi penulis buku ini,
dimaksudkan untuk mencapai dua target utama secara serempak:
implementasi syariat dan “balas dendam” atas kekalahan di tahun
1945 (p. 214-215).

Penjelasan mengenai latar belakang historis usulan pencantuman
syariat ke dalam amandemen konstitusi itu barangkali terlalu
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sederhana, jika fenomena di luar parlemen juga dipertimbangkan.
Aspirasi tentang penerapan syariat dalam kenyataannya memiliki
kaitan erat dengan situasi ekonomi dan sosial Indonesia yang ketika
itu tengah mengalami disorientasi dengan lemah atau hampir tidak
adanya penegakan hukum, serta didorong oleh pandangan-
pandangan normatif teologis yang idealistik tentang peranan syariat
dalam reformasi masyarakat. Dalam situasi negara semacam itu,
sebagian orang cenderung berpikir bahwa penerapan syariat dapat
menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi berbagai persoalan.
Syariat, dalam hal ini, dipandang sebagai obat mujarab yang dapat
menyembuhkan segala macam penyakit Indonesia. Jadi, menjelang
sidang tahunan MPR pada 2001, misalnya, FPI mengeluarkan
pernyataan kebulatan tekad yang meminta MPR mengamandemen
konstitusi dan memberlakukan syariat, dengan mengembalikan tujuh
kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Pernyataan ini dikeluarkan
dengan keyakinan bahwa krisis multidimensional yang tengah
melanda Indonesia akan segera berakhir dengan diberlakukannya
syariat (Kompas, 6 Agustus, 27 Agustus 2001; Suara Merdeka, 2
Nopember, 2001). Demikian pula, Hizbut Tahrir Indonesia, yang
ikut meramaikan demonstrasi menuntut pencantuman syariat di depan
gedung MPR selama proses reformasi konstitusional, juga mengeluar-
kan booklet bertajuk Selamatkan Indonesia dengan Syariah (Hizbut
Tahrir Indonesia, 2002).

Pada akhirnya, pasal 29 UUD 1945 tidak mengalami amandemen
karena penolakan terhadap berbagai alternatif amandemen. Proses
konstitusional ini menunjukkan bahwa parlemen Indonesia menolak
sekularisasi. Di bawah naungan pasal 29 ini, agama dapat
memainkan peran publiknya pada level masyarakat. Hal ini
“membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara sekular atau
negara Islam” (p. 215)

o Ok

Dalam bab terakhir, di samping meringkas temuan-temuan
studinya dalam bab-bab terdahulu, juga dimaksudkan untuk
menyiapkan data, bukti dan argumen untuk menjawab pertanyaan
keempat, yang merupakan permasalahan utama buku ini: Sejauh
mana syariat telah memberikan kontribusi pada reformasi
konstitusional di Indonesia mulai 1999 hingga 20027?

Jawabannya adalah, berdasarkan keseluruhan temuan empirik,
syariat formal telah gagal mempengaruhi proses reformasi
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konstitusional di Indonesia (1999-2002), tidak hanya dalam masalah
hubungan agama dan negara (pasal 29 UUD 1945), tetapi juga dalam
isu hak asasi manusia dan rule of law. Sebaliknya, syariat substantif
justeru telah memberikan kontribusi yang bermakna dalam proses
reformasi tersebut. Paling tidak ada tiga alasan utama untuk ini.

Pertama, penelusuran terhadap provisi hak asasi manusia dalam
amandemen UUD 1945 dari perspektif syariat memperlihatkan
bahwa tidak terdapat restriksi terhadap hak asasi manusia di bawah
ketentuan syariat formal, yang menunjukkan syariat tidak berada
di atas atau di luar ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi
Indonesia. Kenyataan ini berseberangan dengan kecenderungan
dokumen-dokumen hak asasi manusia lainnya di dunia Islam—mulai
dari Konstitusi Iran, Mesir dan Saudi Arabia, sampai kepada UIDHR
dan Deklarasi Kairo—yang membatasi hak asasi manusia di bawah
ketentuan syariat. Prinsip-prinsip syariat, dalam kasus Indonesia,
justeru memberi inspirasi kepada perlindungan hak asasi manusia.
Pendekatan syariat substantif yang digunakan di Indonesia
didasarkan pada premis bahwa Islam, secara substansial, selaras
dengan norma hak asasi manusia Barat jika ditafsirkan demikian.
Hal ini disebabkan oleh elastisitas dan kemampuan Islam untuk
mengakomodasi berbagai penafsiran yang mendukung ataupun
mengancam hak asasi. Dengan menerima secara sepenuhnya provisi-
provisi hak asasi manusia, Indonesia bisa menjadi model bagi negeri
Muslim lainnya dalam hal kesesuaian hak asasi manusia dengan
hukum Islam.

Kedua, penelusuran terhadap provisi yang bertalian dengan
lembaga eksekutif, parlemen dan lembaga yudisial dalam UUD 1945
untuk menakar pengaruh dan respon syariat terhadap upaya mem-
bangun dan mempromosikan rule of law, memperlihatkan partai-
partai politik Islam, yang menggunakan pendekatan syariat sub-
stantif, menyepakati rule of law sebagai sejalan dengan syariat.
Kenyataan bahwa ummat Islam merupakan mayoritas rakyat
Indonesia, tidak membuat partai-partai Islam mengusulkan Indo-
nesia menjadi negara Islam, yang berbeda dengan situasi di Mesir,
Iran atau Saudi Arabia. Indonesia tetap sebuah republik dengan
sistem presidensial dan tiga cabang pemerintahan—eksekutif,
yudikatif dan legislatif. Penerimaan terhadap kedaulatan rakyat ini
dijustifikasi oleh syariat substantif: tanpa mengabaikan peran Tuhan,
ummat (keseluruhan populasi Muslim dalam suatu negara) menjadi
agen kolektif kedaulatan Tuhan, bukan individu atau pribadi
(khalifah).
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Ketiga, ketika partai-partai Islam lainnya secara konsisten
menggunakan pendekatan syariat substantif, PBB dan PPP berbalik
menggunakan konsep syariat formal dalam proses amandemen pasal
29 UUD 1945. Tetapi, usulan PBB dan PPP untuk memasukkan tujuh
kata piagam Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 ini ditolak baik
di dalam maupun di luar parlemen.

Pendekatan syariat subtantif yang digunakan dalam proses
amandemen UUD 1945 dan hasil-hasilnya memperlihatkan bahwa
dunia Islam dapat dan sudah semestinya melakukan reformasi
terhadap konstitusinya tanpa bantuan atau arahan dari Barat
maupun kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kajian ini menunjuk-
kan bahwa konstitusionalisme Islam lahir dari rahim ajaran Islam
dan komunitas Muslim itu sendiri (pp. 224-230).

Dalam refleksinya, penulis buku ini mencoba melihat prospek
penegakan syariat Islam di Indonesia di masa mendatang. Partai-
partai Islam yang hanya memperoleh kursi minoritas dalam parle-
men sesuai hasil pemilu pada 2004 barangkali cuma memiliki agenda
menjamin agar tidak ada undang-undang produk lembaga legislatif
yang berseberangan dengan ajaran Islam. Posisi mereka dalam
konteks implementasi syariat formal akan lebih bersifat pasif, tidak
aktif. Sementara penerimaan sepenuhnya pasal 29 UUD 1945 tanpa
amandemen memperlihatkan eksistensi kelompok syariat substantif
dan komunitas keagamaan substantif yang berupaya saling bekerja
sama untuk mengakui dan melindungi keberadaan agama dan nega-
ra, tanpa perlu menyepakati percampuran antara keduanya (pp.230-
232).

Penulis buku ini juga mencatat dua tantangan yang dihadapi
rakyat Indonesia setelah berlangsungnya amandemen UUD 1945:
(i) menjamin agar amandemen-amandemen tersebut tidak turun
nilainya menjadi sekadar wallpaper di rumah para politisi yang
mengabaikannya; (ii) menyosialisasikan hasil reformasi konstitusi
kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan kedua ini penting,
karena keterlibatan publik dalam proses amandemen konstitusi sa-
ngat terbatas. Padahal keterlibatan publik dalam hal ini akan mem-
berikan kontribusi dalam membangun solidaritas nasional dan membantu
mengkonstruksi atau memperkuat identitas nasional. Lebih jauh,
partisipasi publik tentunya akan meningkatkan perkembangan konstitu-
sionalisme, serta penerimaan dan penghargaan publik terhadap
konstitusi (p. 232).

Rekomendasi yang diajukan Nadirsyah berdasarkan hasil kaji-
annya adalah agar negeri-negeri Muslim lainnya mempertimbangkan

Studia Islamika, Vol. 15, No. 1, 2008



Syariat dan Reformasi Hukum 171

secara cermat pendekatan syariat substantif yang digunakan keba-
nyakan partai Islam di Indonesia selama proses reformasi konsti-
tusional pada 1999-2002. Dengan pendekatan semacam ini,
fleksibilitas hukum Islam terjaga dan hak konstitusional warga negara
terjamin (p. 233).

Lttt

Secara keseluruhan, karya ini secara komprehasnif memperlihatkan
bagaimana semestinya seorang Muslim memberi justifikasi keagamaan
kepada perkembangan ketatanegaraan di negerinya. Tanpa justifikasi
semacam itu, keyakinan keagamaan yang dianutnya bisa saja ter-
alienasi dalam kehidupan bernegaranya.

Di samping beberapa catatan kecil yang telah dikemukakan, buku
ini jelas telah memberikan sumbangan teoritis yang amat berharga
tentang reformasi konstitusional di Indonesia dan hubungannya dengan
pelembagaan formal syariat. Buku ini tidak hanya penting bagi upaya
untuk memahami pergerakan kekuatan politik Islam di Indonesia pasca
Soeharto, tetapi juga signifikan bagi kajian mengenai pergulatan syariat
dan konstitusi. Karena itu, buku ini pantas menjadi salah satu “bacaan
wajib” untuk reformasi konstitusi dan hukum di Indonesia.
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